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Abstrak 

Pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dimana 

Pendidikan merupakan proses humanisasi dalam eksistensi suatu 

negara, karena merupakan wahana untuk meningkatkan dan 

mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu 

Perguruan Tinggi diharapkan memiliki strategi yang cerdas dan 

cermat dalam melihat potensi-potensi yang berkembang dan 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang tentu memiliki 

tantangan besar. Oleh karena itu, pentingnya suatu regulasi 

pemagangan mahasiswa dalam persiapan memasuki dunia kerja 

melalui program Kampus Merdeka-Merdeka Belajar dengan 

mengoptimalkan implementasi program kebijakan Kampus 

merdeka-Merdeka Belajar. Implementasi tersebut diwujudkan 

melalui adanya kerjasama para stakeholder dan/atau mitra 

bekerjasama dengan masing-masing program studi di masing-

masing Perguruan Tinggi. Selain itu, diperlukan strategi jitu agar 

mutu pendidikan terjamin. Hal ini sebagai langkah 

mengembangkan kompetensi (pengetahuan, sikap, keterampilan). 

Berdasarkan hal tersebut, maka pentingnya peran pemerintah 

dalam membuat suatu ketentuan, aturan dan/atau pedoman 

kurikulum, pemerataan pembangunan, serta membuat suatu 

payung hukum yang jelas berupa undang-undang sehingga dapat 

mengikat pihak-pihak terkait. Hal ini dimaksudkan karena 

dilapangan, Perguruan Tinggi Swasta khususnya, sulit 

mendapatkan tempat pemagangan dan untuk kerja praktik bagi 

mahasiswa dari PTS. 

 

Kata Kunci: Regulasi; Pemagangan; Kampus Merdeka-Merdeka 

Belajar 

mailto:sahat@email.unikom.ac.id


 

180 

 

 

Abstract 

Education is a right for every citizen as referred to in the 1945 

Constitution. Where education is a process of humanization in the 

existence of a country, because it is a vehicle for improving and 

developing the quality of human resources. Therefore, Higher 

Education is expected to have a smart and careful strategy in 

seeing the developing potentials and in accordance with the 

needs of the community which certainly has big challenges. 

Therefore, the importance of a student apprenticeship regulation 

in preparation for entering the world of work through the Free-

Learning Campus program by optimizing the implementation of 

the Free-Learning Campus policy program. This implementation 

is realized through the cooperation of stakeholders and / or 

partners in collaboration with each study program in each 

university. In addition, a precise strategy is needed so that the 

quality of education is guaranteed. This is a step to develop 

competencies (knowledge, attitudes, skills). Based on this, the 

role of the government is important in making provisions, rules 

and / or curriculum guidelines, equitable development, and 

making a clear legal umbrella in the form of a law so that it can 

bind the parties concerned. This is intended because in the field, 

private universities in particular, it is difficult to find 

apprenticeship places and for practical work for students from 

private universities. 

 

Keywords: Regulation; Apprenticeship; Merdeka-Merdeka 

Learning Campus 

 

PENDAHULUAN 

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 mengamanatkan bahwa pendidikan 

merupakan hak bagi setiap warga negara. Hak yang dimaksud tersebut 

merupakan suatu hakikat. Hakikat Pendidikan adalah proses humanisasi 

dengan melihat manusia sebagai suatu keseluruhan di dalam eksistensinya. 

Dengan demikian, pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam 

menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Pendidikan merupakan 

wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya 

manusia. Oleh karena itu, peraturan tentang hak-hak warga negara atas 

pendidikan diatur dalam konstitusi sebagai bentuk jaminan kepastian hukum 

dan wujud pengakuan negara terhadap hak-hak warga negaranya (Nadziroh 

dkk, 2018). 
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Pelaksanaan pendidikan dituntut mampu menyiapkan peserta didik 

(mahasiswa) menjadi manusia yang memiliki perilaku dan nilai yang berlaku 

serta mempersiapkan mereka dalam menghadapi tantangan hidup yang 

berubah-ubah. Proses pendidikan harus memberi peluang yang besar bagi 

peserta didik untuk mengembangkan dan mengaktualisasikan kemampuan 

dirinya. Dengan pendidikan yang makin berkualitas, masa depan Indonesia 

yang makin gemilang akan dapat kita capai. Perguruan Tinggi (universitas, 

institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi) memiliki tanggung jawab 

yang besar untuk mewujudkan cita-cita tersebut.  Dengan demikian, 

penyelenggaraan pendidikan yang bermutu mempersyaratkan tersedianya 

kurikukum yang baik. Kurikulum sebagaimana dinyatakan Richard dan 

McNeil memiliki peran yang sangat strategis dan menentukan dalam 

pelaksanaan dan keberhasilan pendidikan. Sejalan dengan itu, pengembangan 

kurikulum di perguruan tinggi merupakan sebuah keniscayaan (Suwandi, S. 

2018) 

Berbagai tantangan besar bangsa Indonesia di Era Industri 4.0 dan masa 

depan adalah kemampuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

khususnya dalam konteks masyarakat 5.0 berkaitan dengan hal tersebut, 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim meluncurkan 

Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang didalamnya terdapat 4 

(empat) penyesuaian kebijakan di lingkup Pendidikan Tinggi yakni 

penyusunan kurikulum, praktik kerja atau magang dan penempatan kerja 

mahasiswa yang bekerjasama antara Perguruan Tinggi dan Mitra untuk 

melakukan pengawasan serta tracer study wajib dilaksanakan oleh PTN dan 

PTS. Program yang kedua adalah program re-akreditasi yang bersifat 

otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi 

dan prodi yang sudah naik peringkat yang masa berlakunya selama 5 tahun, 

namun akan diperbaharui secara otomatis. Program yang ketiga adalah 

kebebasan bagi PTN Badan Layanan Umum dan Satuan Kerja untuk menjadi 

PTN Badan Hukum serta mempermudah persyaratan PTN BLU menjadi 

PTN BH tanpa terikat status akreditasi. Program yang keempat yakni 

memberikan hak kepada mahasiswa untuk secara sukarela mengambil atau 

tidak SKS di luar kampusnya sebanyak dua semester atau setara dengan 40 

sks (Elihami, E. 2019). 

Kebijakan merdeka belajar- Kampus Merdeka berfokus pada pembelajaran 

aktif siswa untuk memperoleh pengalaman langsung mengenai berbagai 

gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Konsep ini dimaksudkan sebagai 

upaya meningkatkan kemampuan peserta didik di masa mendatang. 

Pentingnya meningkatkan kemampuan peserta didik didukung oleh data 

penelitian yang Programme for International Student Assesment (PISA) yang 

menunjukkan bahwa pada tahun 2019 peserta didik Indonesia hanya 
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menduduki peringkat ke-74 dari 79 negara. Selanjutnya, pada tingkat 

perguruan tinggi, merdeka belajar diimplikasikan ke dalam program Kampus 

Merdeka yang berorientasi menyiapkan kompetensi lulusan agar sesuai 

dengan kebutuhan peradaban (Kurniawan, N. A. 2020) 

Saat ini Indonesia memiliki lebih dari 4.500 kampus dan masing-masing 

kampus memiliki karakteristik terhadap tingkat kesiapan dalam 

mengimplementasikan program Kampus Merdeka. Program Kampus 

Merdeka ini berorientasi pada pendekatan peradaban karena akan banyak 

perubahan mendasar, terutama dari segi tata kelola perguruan tinggi. Oleh 

karena itu, kreativitas dan inovasi pengelola kampus menjadi faktor utama 

dalam penerapannya. Salah satu kebijakan Kampus Merdeka yang sejalan 

dengan kemerdekaan tata kelola adalah dipermudahnya perubahan PTN BLU 

menjadi PTN BH tanpa harus berakreditasi A. lebih lanjut, kebijakan 

program kampus merdeka ini sepatutnya direspon dengan baik sebagai suatu 

peluang dalam menyikapi momentum menggapai kejayaan dan kemandirian 

perguruan tinggi, baik nasional maupun internasional. PTN yang berstatus 

BLU dan BH sejatinya memiliki otonom yang lebih luas dan dapat 

mengurusi rumah tangganya secara lebih mandiri. Dengan demikian, maka 

perguruan tinggi dapat mengelola personil dengan penyesuaian bobot kerja, 

mutasi, relokasi dan sebagainya. Personil atau SDM yang ada diselaraskan 

dengan dinamika yang terjadi sehingga sanggup mentranformasi bangunan 

pengelolaan yang membuka peluang otonomi dapat berjalan secara efektif. 

Dengan begitu diharapkan perguruan tinggi bisa lebih cepat berkembang dan 

berinovasi (Johassan, D. M. 2021). 

Pendidikan adalah upaya sadar dalam membentuk paradigma atau cara 

pandang tentang kehidupan melalui serangkaian proses belajar. Pendidikan 

dan proses belajar adalah dua sisi mata uang yang merupakan suatu sistem 

yang saling bersinergi dan berkelanjutan. Sebagai suatu sistem, pendidikan 

seyogyanya mampu menjadikan siswa haus akan ilmu pengetahuan sehingga 

tergerak untuk terus dan terus belajar serta mampu menentukan passion 

(Covid, DJ. 2021). Dengan demikian, lembaga pendidikan menjalankan tugas 

untuk menyiapkan peserta didik agar mampu bersaing dan membentuk 

karakter yang sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dan sesuai dengan 

kebutuhan peradaban. Institusi pendidikan berperan sebagai pusat 

penghayatan, pengembangan, dan pembentukan jati diri atau kultural dalam 

suatu komunitas atau bangsa. Melalui pendidikan nasional setiap bangsa 

merancang strategi pengembangan sumber daya manusia yang mempunyai 

kompetensi dan  karakter untuk dapat berperan aktif dalam mewujudkan 

tatanan sosial yang adil dan beradab. Sistem Pendidikan nasional sejatinya 

merupakan pencerminan dari upaya sadar sebuah bangsa untuk membangun 
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keberlanjutan warisan budaya dan jati diri sebagai bangsa berdaulat dan 

bermartabat (Musanna, A. 2021).  

Dalam rangka itulah merupakan sesuatu yang tepat apabila menempatkan 

pendidikan sebagai salah satu fokus perhatian, bertolak dari pengertian 

pendidikan sebagai wahana penciptaan kualitas manusia. Maka, perguruan 

tinggi sebagai wadah pendidikan jenjang tertinggi yang menjadi sub-sistem 

masyarakat Indonesia yang berhadapan dengan masa depan. Memahami 

esensialia-ideal perguruan tinggi untuk zaman dewasa ini - suatu zaman yang 

oleh Karl Jaspers disebut dengan istilah “die Achsenziet”: saat yang paling 

menentukan dalam sejarah manusia adalah suatu keniscayaan. Perguruan 

tinggi ditempatkan memiliki peran strategis dalam menyiapkan peningkatan 

kualitas manusia dan pengembangan masyarakat. Bahwa kemajuan suatu 

bangsa ditentukan oleh sejauh mana bangsa itu membangun perguruan tinggi 

yang bermutu. John Vezey dalam penelitiannya berjudul “Education In 

modern World” membuktikan bahwa di berbagai negara menunjukkan 

adanya korelasi positif antara kualitas lembaga pendidikan dengan 

pertumbuhan ekonomi, angkatan kerja berkualitas, peningkatan taraf hidup 

masyarakat dan peningkatan peradaban pada umumnya (Wijoyo, S. 2021). 

Namun demikian, adanya kesenjangan atau ketidakcocokan antara harapan 

dengan kenyataan. Pembelajaran yang dilaksanakan seringkali tidak sesuai 

dengan kebutuhan di lapangan. Dampaknya, terasa ada sekat pemisah antara 

dunia perkuliahan dengan dunia nyata. Masdar Hilmy berpendapat bahwa 

pendidikan dan dunia nyata seolah menjadi dua entitas mandiri yang saling 

terpisah satu sama lain. Padahal dalam kenyataan, di antara keduanya 

terdapat kesalingtautan yang sulit dipisahkan. Pendidikan menyediakan 

human resources untuk industri, sementara industri menyediakan capital 

resources untuk Pendidikan (Priatmoko, S, dkk. 2020) 

Dengan demikian, kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka diharapkan 

dan diartikan sebagai bentuk pemberian kebebasan secara otonom kepada 

lembaga pendidikan yang merdeka dari birokrasi yang berbelit dan 

kebebasan bagi mahasiswa memilih program yang diinginkan. Adapun tujuan 

besar yang ingin dicapai oleh Kemendikbud yaitu terciptanya kultur lembaga 

pendidikan yang otonom, tidak birokratis dan terciptanya sistem 

pembelajaran yang inovatif berbasis pada peminatan dan tuntutan dunia 

modern (Arifin, S, dkk. 2020). 

Kebijakan merdeka belajar- kampus merdeka bertujuan untuk meningkatkan 

kompetensi lulusan, baik soft skills, agar lebih siap dan relavan dengan 

kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa 

yang unggul dan berkepribadian. Program-program eksperiental learning 
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dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa 

mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya 

(Sudaryanto, S, dkk. 2020) 

Dengan demikian esensi merdeka belajar adalah menggali potensi terbesar 

para guru dan siswa untuk berinovasi dan meningkatkan kualitas 

pembelajaran secara mandiri. Mandiri bukan hanya mengikuti proses 

birokrasi pendidikan, tapi benar-benar inovasi pendidikan. Dengan adanya 

merdeka belajar keterlibatan siswa dalam pembelajaran akan meningkat. 

Pendidikan dalam merdeka belajar mendukung terwujudnya kecerdasan 

melalui berbagai peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan, perluasan 

akses, serta relevansi dalam penerapan teknologi sehingga mampu 

mewujudkan pendidikan kelas dunia dengan berdasar pada keterampilan 

kolaborasi, komunikasi, berpikir kritis, dan kreatif (Widiyono, A, dkk. 2021). 

Kebijakan yang visioner dari kebijakan merdeka belajar- kampus merdeka ini 

patut untuk disambut dengan baik, namun, terdapat beberapa persoalan dari 

penerapan kebijakan tersebut seperti belum adanya payung hukum yang jelas 

terhadap pelaksanaan kerjasama antara Perguruan Tinggi baik swasta 

maupun Negeri dengan perusahaan-perusahaan maupun Lembaga dan/atau 

Badan baik swasta maupun Pemerintahan yang masih sulit dalam tataran 

pelaksanaannya sehingga harus segera mendapatkan solusinya melalui peran 

Pemerintah dengan mengeluarkan suatu undang-undang yang dapat dipatuhi. 

Selain itu, adanya persoalan penyesuaian kurikulum merdeka belajar-kampus 

merdeka yang memerlukan waktu yang tidak sebentar dan koordinasi lintas 

Perguruan Tinggi yang belum terimplementasi dengan baik karena 

pelaksanaan kebijakan tersebut diserahkan kepada masing-masing Perguruan 

Tinggi yang berpotensi tebang pilih sehingga apa yang menjadi tujuan dari 

Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka tidak terimplementasi dengan 

baik. 

KAJIAN TEORI 

A. Pengertian Merdeka Belajar 

Pelaksanaan pembelajaran di perguruan tinggi sudah diatur dengan 

undang-undang, yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional  dan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, di dalam Pasal 3 nya 

menjelaskan bahwa tujuan pendidikan tinggi Indonesia adalah untuk 

mewujudkan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

terampil, kompeten, dan menjadi warga negara yang demokratis, 

bertanggung jawab, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa. Untuk 
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menjawab tujuan tersebut, salah satu program yang dicanangkan oleh 

Mendikbud, Nadiem Anwar Makarim, adalah Kampus Merdeka-

Merdeka Belajar”. “Merdeka Belajar adalah memberikan kebebasan 

dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari 

birokratisasi. Dosen tidak terbebani dengan birokrasi yang rumit, 

mahasiswa pun diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang 

disukai. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi 

lulusan, baik soft skills maupun hard skills agar lebih siap dan relevan 

dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa 

depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program experiential 

learning dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat 

memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan 

passion dan bakatnya” (Riana, R. dkk. ). 

Kurikulum kampus merdeka merupakan lompatan kultur belajar 

yang bersifat otonom, fleksibel, inovatif, tidak mengekang dan sesuai 

dengan kebutuhan mahasiswa. Hal ini didasari perkembangan Iptek, 

tantangan mutu institusi dan keterampilan abad 21. Pengembangan 

kurikulum menjadi kampus merdeka dan merdeka belajar sejatinya 

didasari pertimbangan aspek pendidikan tinggi dan globalisasi. Dalam 

konteks globalisasi, kompetisi tidak bersifat lokal melainkan lintas 

negara (global). Oleh karena itu, perguruan tinggi di Indonesia 

menyiapkan lulusan yang bermutu sesuai kebutuhan global dalam 

konsep dan kontekstualisasi kurikulum pembelajaran (Assingkily, M. 

S. 2020). 

Pengalaman praktik kerja industri secara parsial berpengaruh 

positif terhadap tingkat kesiapan kerja mahasiswa. Bahwa pengalaman 

praktik kerja industri mempunyai kontribusi terhadap peningkatan 

tingkat kesiapan kerja siswa. semakin tinggi pengalaman Praktik Kerja 

Industri yang dimiliki oleh siswa maka akan semakin tinggi pula 

tingkat kesiapan kerja siswa tersebut dan sebaliknya, semakin rendah 

pengalaman Praktik Kerja Industri yang dimiliki oleh siswa maka akan 

semakin rendah pula tingkat kesiapan kerja siswa. Hal- hal yang dapat 

meningkatkan Pengalaman Praktik Kerja Industri adalah pemantapan 

hasil belajar siswa ketika magang di dunia usaha/dunia industri, 

pembentukan sikap, penghayatan dan pengenalan lingkungan kerja, 

serta kemampuan dan keterampilan yang diperoleh sesuai dengan 

bidangnya. Dalyono mengemukakan bahwa pengalaman dapat 

mempengaruhi fisiologi perkembangan individu yang merupakan salah 

satu prinsip perkembangan kesiapan (readiness) siswa dalam 

mempersiapkan diri memasuki dunia kerja. Disebutkan pula oleh 



 

186 

 

Slameto bahwa “pengalaman-pengalaman mempunyai pengaruh yang 

positif terhadap kesiapan” (Yulianti, dkk (2015). 

 

B. Landasan Hukum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka 

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 

2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 

Ada delapan kegiatan yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa 

belajar di luar kampus yakni: magang atau praktik kerja, proyek 

kemanusiaan, pertukaran pelajar, kegiatan enterpreneur, proyek 

independen, proyek di Desa, mengajar dan penelitian. Kebijakan 

tersebut memberi ruang fleksibilitas bagi Perguruan Tinggi untuk 

melakukan pengembangan kualitas, kuantitas, kerjasama penguatan 

link and matcht, sekaligus akomodatif terhadap potensi lokal. 

Mahasiswa juga mendapat kesempatan yang besar untuk 

mengembangkan potensi dan kualitasnya (Nasik, K. 2020). 

 

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 

2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan 

Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 Tentang Perubahan Perguruan 

Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum 

Bahwa di dalam pertimbangannya disebutkan: 

a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas Pendidikan maka perlu 

memberikan kemudahan dan fleksibilitas bagi perguruan tinggi 

negeri untuk menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum; 

b. Bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri 

Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum belum 

memberikan kemudahan dan fleksibilitas bagi perguruan tinggi 

negeri untuk menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum 

sehingga perlu diubah; 

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 

tentang Perubahan Perguruan Tingggi Negeri Menjadi 

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. 

 

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 

2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi 

Permendikbud ini lebih mengatur otonomi PT dalam hal 

akreditasi. Beberapa ketentuan yang kaku di Permenristekdikti 
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sebelumnya, cenderung dikendurkan untuk memberi ruang otonomi. 

Pertama, dari segi masa berlaku akreditasi. Selama ini, jangka waktu 

berlakunya akreditasi untuk prodi atau PT yang dilakukan oleh BAN-

PT hanya lima tahun. Kini, dalam peraturan baru, akreditas akan 

diperpanjang setiap 5 tahun berikutnya tanpa permohonan 

perpanjangan. Perpanjangan otomatis ini dengan catatan tidak ada 

dugaan pelanggaran peraturan, penurunan mutu, atau penurunan jumlah 

pendaftar dan lulusan. Banyak PT menerompetkan kegembiraanya 

begitu mendengar aturan ini. Pasalnya, akreditasi ulang setiap lima 

tahunan, sebenarnya, cukup menguras energi dan sumber daya prodi, 

PT, maupun BAN-PT selama ini. Terlebih lagi, instrumen akreditasi 

yang baru, yaitu APS 4.0 dan APT 3.0 membuat banyak prodi dan PT 

yang selama ini sudah terakreditasi A, resah karena berpeluang hanya 

menjadi ‘Baik Sekali’ atau ‘Baik’. Itulah sebabnya, prodi dan PT yang 

sudah terakreditasi A dengan instrumen lama diuntungkan karena dapat 

memetik kembali hasilnya melalui masa perpanjangan tanpa 

mengajukan akreditasi ulang. Inovasi kedua, terkait dengan 

penyetaraan hasil akreditasi oleh lembaga akreditasi internasional. 

Berbeda dengan aturan sebelumnya yang tidak menyangkutpautkan 

antara akreditasi nasional dan akreditasi internasional dalam  Pasal 9 

menyebutkan bahwa prodi yang telah terakreditasi internasional diakui 

setara dengan peringkat akreditasi Unggul yang ditetapkan oleh LAM 

atau BAN-PT. Tentu, ini menjadi berita menyenangkan bagi prodi yang 

sudah terakreditasi oleh lembaga akreditasi internasional yang diakui. 

Sekali mendayung, dua pengakuan akreditasi didapatkan.  Jika 

dicermati, Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 cenderung lebih 

memfasilitasi akreditasi ulang untuk menaikkan peringkat akreditasi 

prodi atau PT yang sudah didapat sebelumnya, bukan sekadar untuk 

perpanjangan masa berlaku. Sebagai contoh, untuk peningkatan 

peringkat dari ‘Baik’ ke ‘Baik Sekali’ atau ‘Unggul’ dan dari peringkat 

‘Baik Sekali’ ke ‘Unggul’. Ini tentu lebih mendorong peningkatan mutu 

bagi prodi atau PT (Istijanto, I. 2020). 

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 

2020 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada 

Perguruan Tinggi Negeri 

Dalam Pasal 2 Permendikbud No. 6 Tahun 2020 membahas 

mengenai prinsip penerimaan mahasiswa baru 2020. Menurut KBBI, 

prinsip sendiri merupakan asas atau pedoman yang menjadi dasar 

bertindak atau pelaksanaan suatu hal. Adapun 5 prinsip yang harus 

diketahui oleh mahasiswa dan dilakukan oleh pihak penyelenggara 

dalam proses seleksi dan penerimaan mahasiswa baru 2020, yaitu 

(Edukasi kompas, 2020): 
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(1) Adil yaitu tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, 

umur, kedudukan social, kondisi fisik dan tingkat kemampuan 

ekonomi calon mahasiswa, dengan tetap memperhatikan potensi 

dan prestasi akademik calon mahasiswa dan kekhususan 

program studi di PTN yang bersangkutan. 

(2) Akuntabel yaitu dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan 

kriteria yang jelas. 

(3) Fleksibel yaitu diselenggarakan beberapa kali dan setiap calon 

mahasiswa dapat menempuh paling banyak 2 (dua) kali UTBK. 

(4) Efisien yaitu penyelenggaraan tes masuk PTN menggunakan 

teknologi informasi dan komunikasi, pelibatan sumber daya 

manusia dan fleksibilitas waktu. 

(5) Transparan yaitu pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru PTN 

dilakukan secara terbuka dan hasil pelaksanaan diakses secara 

mudah. 

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 

2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi 

Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi 

Swasta 

Dibanding Permenristekdikti sebelumnya, Permendikbud ini 

paling menonjol dalam hal otonomi yang diberikan kepada PT untuk 

membuka prodi baru melalui kerja sama. Syaratnya, PT tersebut 

sudah terakreditasi dengan peringkat ‘Baik Sekali’ atau ‘Unggul’. 

Dalam hal mitra yang akan diajak kerja sama, Pasal 36 Ayat 3 

menyebutkan bahwa, prioritas diberikan pada perusahaan 

multinasional, perusahaan teknologi global, perusahaan rintisan 

teknologi, organisasi nirlaba kelas dunia, institusi multilateral, PT 

yang masuk peringkat 100 terbaik dunia, atau BUMN/BUMD. Di 

sini, PT diberi otonomi meramu mitra sekaligus prodi baru yang 

akan dibukanya. Sekali lagi, inovasi ini membuka kesempatan bagi 

PT untuk meningkatkan mutu. Dengan menggandeng mitra yang 

masuk kategori prioritas maka PT memiliki nilai lebih dari segi 

reputasinya. Divisi kerja sama di PT akan menjadi fungsi yang 

penting setara dengan fungsi tridarma. Kerja sama yang semakin 

intensif antara PT dengan berbagai mitra ini sangat sejalan dengan 

Permendikbud lain yang keluarnya bersamaan (Istijanto, I. 2020). 

C. Tahapan Penting Kebijakan Merdeka Belajar 

Bahwa terhadap berjalannya kebijakan Merdeka Belajar di masa 

covid 19 maka diperlukan langkah-langkah strategis seperti (Sumantyo, 

F. D. S. 2020): 

(1) Kebijakan dan langkah strategis kampus di masa Covid 19 seperti: 

a. Pelaksanaan kuliah dan ujian secara online/streaming/e-

learning. 
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b. Menjaga kesehatan dan keselamatan mahasiswa. 

c. Menjaga kesehatan dan keselamatan dosen dan karyawan 

kampus 

d. Memodifikasi program KKN, praktek dan magang. 

e. Memodifikasi pelaksanaan tugas akhir (TA) dan sidang. 

f. Membantu keringanan biaya kuliah atau kelonggaran waktu 

pembayaran semester mahasiswa/ 

g. Kesiapan “new normal” bidang Pendidikan 

(2) Kegiatan pembelajaran dan implementasi di masa pandemic. 

(3) Terobosan riset dan inovasi yang dihasilkan 

(4) Pengabdian masyarakat, bergotong royong mengatasi masalah 

covid 19 

(5) Pembelajaran yang diperoleh dan harapan ke depan 

D. Kebijakan Pokok Merdeka Belajar 

Ada 4 (empat) kebijakan baru Kemendikbud RI, yaitu (Mustaghfiroh, S. 

2020). 

(1) Ujian Nasional (UN) akan digantikan oleh Asesmen Kompetensi 

Minimum dan Survei Karakter. Asesmen ini menekankan 

kemampuan penalaran literasi dan numerik yang didasarkan pada 

praktik terbaik tes PISA. Berbeda dengan UN yang dilaksanakan di 

akhir jenjang pendidikan, asesmen ini akan dilaksanakan di kelas 

4, 8, dan 11. Hasilnya diharapkan menjadi masukan bagi lembaga 

pendidikan untuk memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya 

sebelum peserta didik menyelesaikan pendidikannya  

(2) Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) akan diserahkan ke 

sekolah. Menurut Kemendikbud, sekolah diberikan kemerdekaan 

dalam menentukan bentuk penilaian, seperti portofolio, karya tulis, 

atau bentuk penugasan lainnya 

(3) Penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 

Menurut Nadiem Makarim, RPP cukup dibuat satu halaman saja. 

Melalui penyederhanaan administrasi, diharapkan waktu guru yang 

tersita untuk proses pembuatan administrasi dapat dialihkan untuk 

kegiatan belajar dan peningkatan kompetensi  

(4) Dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), sistem zonasi 

diperluas (tidak termasuk daerah 3T. Bagi peserta didik yang 

melalui jalur afirmasi dan prestasi, diberikan kesempatan yang 

lebih banyak dari sistem PPDB. Pemerintah daerah diberikan 

kewenangan secara teknis untuk menentukan daerah zonasi ini. 

 

 

 
 



 

190 

 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah kajian pustaka. 

Penulis mengumpulkan beberapa materi yang berhubungan dengan tema 

tulisan dari penelusuran pustaka. Termasuk bagian analisis yang digunakan 

oleh penulis. Kegiatan ini (penyusunan kajian pustaka) bertujuan 

mengumpulkan data dan informasi ilmiah, berupa teori-teori, metode atau 

pendekatan yang pernah berkembang dan telah di dokumentasikan dalam 

bentuk buku, jurnal, naskah, catatan, rekaman sejarah, dokumen-dokumen 

dan lain-lain yang terdapat di perpustakaan. Dasar pertimbangan perlu 

disusunnya kajian pustaka dalam suatu rancangan penelitian didasari oleh 

kenyataan bahwa setiap objek kultural merupakan gejala multidimensi 

sehingga dapat dianalisis lebih dari satu kali secara berbeda-beda, baik oleh 

orang yang sama maupun berbeda. Mengumpulkan informasi-informasi yang 

lebih khusus mengenai masalah yang sedang diteliti. Memanfaatkan 

informasi-informasi yang lebih khusus mengenai masalah yang sedang 

diteliti. Memanfaatkan informasi yang terdapat kaitannya dengan teori-teori 

yang relevan dengan riset yang sedang dilakukan. Mengumpulkan dan 

memanfaatkan informasi-informasi yang sehubungan dengan pelajaran dan 

metodologi dan penelitian tersebut (Sumarto, S. 2020). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Implementasi Program Kebijakan Kampus Merdeka 

Bangsa yang maju tidak bisa dipisahkan dari cara pandang dan 

cara berpikirnya yang mencerminkan kesadarannya akan pentingnya 

memajukan sektor pendidikan sebagai tujuan pokok kebangsaan. 

Pendidikan adalah kekuatan pembentuk masa depan, karena ia 

merupakan instrumen yang mampu mengubah sejarah gelap menjadi 

terang. Pendidikan merupakan investasi kemanusiaan karena disanalah 

masa depan peradaban ini diproyeksikan. Kini persoalan terbesar 

bangsa Indonesia adalah menyesuaikan serta merancang dunia 

pendidikan yang mampu menghadapi perubahan dunia yang kian 

kompleks, cepat dan sulit diramalkan (Samho, B. dkk. 2009). 

Dalam mengimplementasikan program kampus merdeka di masa 

pandemic covid 19 saat ini, Kemendikbud telah mengeluarkan 3 (tiga) 

kebijakan terkait penyelenggaraan Pendidikan tinggi di era adaptasi 

kebiasaan baru dimasa pandemik Covid 19 yang saat ini masih ada 

yaitu dengan mengeluarkan kebijakan terhadap pelaksanaan tahun 

akademik baru, pelaksanaan proses pembelajaran dan penggunaan 

fasilitas/layanan kampus. Pertama, terkait pelaksanaan tahun akademik 

baru, Kemendikbud menyatakan tidak ada penundaan pelaksanaan 
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tahun akademik 2020/2021. kedua yaitu pelaksanaan proses 

pembelajaran selama masa adaptasi kebiasaan baru diutamakan 

menggunakan pembelajaran daring pada mata kuliah teori, sedangkan 

untuk mata kuliah praktik, jika tidak dapat dilaksanakan daring maka 

pelaksanaan mata kuliah praktik sebisa mungkin dilaksanakan pada 

akhir semester sedangkan kebijakan ketiga yakni mendorong 

pelaksanaan aktivitas prioritas, jika memenuhi protocol kesehatan dan 

kegiatannya tidak dapat dilaksanakan secara daring seperti praktikum, 

skripsi dan sebagainya. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran praktikum 

“terpaksa” klasikal dilaksanakan dengan memenuhi protocol kesehatan 

secara ketat dengan menghindari 3C antara lain close spaces (ruang 

yang tertutup), crowded places (tempat kerumunan) dan close contact 

situasion (situasi berdekatan) (Covid .D.J. 2020). 

Terhadap dengan kebijakan kampus merdeka tersebut di lapangan 

menimbulkan berbagai reaksi atas kesiapan program kampus merdeka 

yakni belajar di luar prodi dua semester dalam bentuk magang atau 

kerja praktek.  Dalam tataran implementasi di lapangan, kebijakan 

magang atau kerja praktek tersebut merupakan langkah yang tepat agar 

alumni dapat terserap dengan baik di dunia kerja (Amelia, K. Dkk. 

Eds). Disisi lain, alumni sulit mendapatkan tempat kerja praktek atau 

magang, serta adanya isu upah mengenai magang yang terkadang tidak 

sesuai dengan aturan pemerintah merupakan permasalahan yang tidak 

dapat dipungkiri (Watrianthos, R. 2021). 

Meskipun belum terimplementasinya kebijakan kampus merdeka 

karena adanya pandemic covid 19, sebagai bencana nasional yang 

senyatanya patut dipandang sebagai sebuah kendala namun senyatanya 

haruslah dipandang sebagai peluang untuk “belajar”. Dimana dimasa 

pandemik covid 19 ini, pendidikan tidak hanya dilakukan secara 

klasikal namun sebagaimana yang dicetuskan oleh kampus merdeka 

bahwa pembelajaran dapat dilakukan secara daring. Secara teknis 

kebijakan tersebut belum dapat berjalan dengan semestinya karena 

terdapat beberapa kendala yang harus segera mendapatkan solusi dan 

perhatian dari Pemerintah. Adapun yang menjadi kendala tersebut 

adalah aturan teknis yang harus dijalankan oleh setiap tingkat 

Pendidikan baik swasta maupun negeri, jangan sampai kebijakan 

tersebut merupakan “banguanan di atas awan” tidak ada tiang-tiang 

yang menjadi penguat untuk pedoman di bawahnya. Hal ini dapat 

dicontohkan misalnya dengan mengedepankan tataran “praktik” yang 

konon diharapkan akan jauh lebih siap dan dapat terserapnya SDM 

yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan zaman (baca: 

dunia kerja) dikhawatirkan justru menjadi akar dari munculnya 
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generasi “pekerja” bukan “pemikir” yang “kritis” terhadap 

perkembangan zaman dan memajukan bangsa. Oleh sebab itu 

diperlukan suatu kesepahaman, yang didukung oleh suatu sistem, 

kerjasama yang riil dalam “mempersiapkan” proyek “kebijakan kampus 

merdeka” dengan penyesuaian kurikulum yang tepat dengan 

melibatkan peran pemerintah sehingga tidak hanya merupakan 

“otonomi” perguruan tinggi” semata yang berpotensi “pilih-pilih” 

antara perguruan tinggi yang “unggul/bonafit” dengan yang 

“unggul/bonafit” tidak mau sebaliknya. Keadaan tersebut apabila 

terjadi maka merugikan mahasiswa yang perguruan tingginya belum 

“unggul”. Lebih lanjut, Dosen di masing-masing perguruan tinggi harus 

“siap” dengan jumlah mahasiswa yang mengambil mata kuliah di luar 

prodinya. Dengan demikian pemerintah harus memiliki “man power 

planning” yang utuh demi terwujudnya program Merdeka Belajar-

Kampus Merdeka. 

Selain itu kebijakan ini belum dapat terimplementasi dengan baik 

karena belum adanya “kereta” yang satu tujuan dalam “satu rel” antara 

kebijakan dengan kesiapan tenaga pendidik, kemudian belum adanya 

keseimbangan antara regulasi dengan stakeholder maupun mitra. 

Sehingga selain “mendongkrak” output kompetensi mahasiswa yang 

siap di dunia kerja tetapi juga perlu didukung dengan peningkatan 

keilmuwan tenaga pengajar yang belum semuanya “melek teknologi”. 

Oleh karena itu perlu dilakukan penigkatan kompetensi tenaga pendidik 

dalam perannya sebagai “mitra” dengan mahasiswa. Sehingga apa yang 

menjadi tujuan atau cita-cita Pendidikan nasional dapat terwujud 

dengan baik. 

Implementasi kebijakan Kampus Merdeka tidak dapat dipisahkan 

dengan kesiapan terhadap adaptasi “kurikulum” berbasis Kampus 

Merdeka, dimana penyesuaian dengan kebijakan program Merdeka 

Belajar-Kampus Merdeka harus ada ketentuan, pedoman, rambu-rambu 

yang jelas bagi masing-masing Program Studi. Dimana ketentuan 

kurikulum tersebut harus seragam baik di pusat maupun di wilayah 

sehingga harus ada peran pemerintah dalam menentukan ketentuan, 

aturan dan/atau pedoman tersebut, sehingga tidak hanya 

menggantungkan acuan otonomi dari pimpinan perguruan tinggi. Hal 

ini mengingat bahwa ketidakseragaman pemikiran terhadap program 

kebijakan Kampus Merdeka dari masing-masing perguruan tinggi, yang 

beranggapan bahwa kebijakan tersebut membutuhkan “waktu yang 

lama”. Oleh karena itu peran perintah harus dapat menghindari potensi 

tersebut yang justru menjadikan program kebijakan kampus merdeka 

“jalan ditempat”. Peran pemerintah akan menjadi sangat penting karena 
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menyusun kurikulum yang sudah ada dengan “kurikulum Merdeka 

Belajar-Kampus Merdeka” tentu memerlukan kebijakan dan keputusan 

yang matang dan tepat. Dengan demikian pentingnya peran pemerintah 

dalam membuuat suatu payung hukum yang jelas berupa undang-

undang sehingga dapat mengikat pihak-pihak terkait. 

Selain itu, kendala belum terimplementasinya kebijakan kampus 

merdeka disebabkan karena belum meratanya pembangunan di 

Indonesia yang turut mempengaruhi berjalannya kebijakan program 

Kampus Merdeka ini, yang mana diketahui bahwa “perusahaan-

perusahaan” lebih banyak berada di pusat kota, selain itu apakah daya 

tampung perusahaan sebanding dengan jumlah mahasiswa yang ada 

dengan jumlah mahasiswa yang akan melakukan kerja praktek atau 

magang. Oleh karena itu harus ada aturan yang jelas bagi instansi 

dan/atau badan, perusahaan baik swasta maupun negeri dalam turut 

serta menjalankan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka 

dengan diapliksaikan melalui aturan dari pemerintah dan juga 

kesepakatan Bersama dengan masing-masing perguruan tinggi. Artinya 

harus ada kerjasama para stakeholder dan/atau mitra bekerjasama 

dengan masing-masing program studi di masing-masing perguruan 

tinggi. 

B. Optimalisasi Program Kebijakan Kampus Merdeka 

Agar dapat terimplementasikan dengan baik kebijakan program 

Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, maka diperlukan upaya sadar dan 

peran aktif pemrintah dalam “mendongkrak” program tersebut agar 

dapat berjalan dengan baik meskipun dikala adanya bencana nasional 

wabah penyakit Covid 19. Adapun upaya-upaya tersebut penulis 

berpandangan bahwa perlu adanya suatu payung hukum yang jelas 

terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut sehingga dalam tataran 

praktiknya “kesimpangsiuran” atau misinformasi yang menghambat 

berjalannya kebijakan program ini dapat dihindarkan. Hal yang tidak 

mudah memang dalam hal melakuakan tindakan “merenovasi” 

dibandingkan dengan “membangun”, dimana “merenovasi” 

memerlukan “tenaga dan biaya” yang lebih besar. Diperlukan strategi 

jitu agar mutu pendidikan terjamin. Hal ini sebagai langkah 

mengembangkan kompetensi (pengetahuan, sikap, keterampilan). 

Beberapa mutu agar kebijakan belajar di luar prodi selama tiga 

semester dapat terlaksana secara fleksibel dan otonom. Mengacu apa 

yang tertuang dalam buku panduan Merdeka Belajar - Kampus 

Merdeka, mutu tersebut seperti: kompetensi peserta; pelaksanaan; 

proses pembimbingan internal dan eksternal; sarana dan prasarana 
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untuk pelaksanaan; pelaporan dan presentasi hasil; serta mutu penilaian 

(Purwati, E). 

Ada 3 hal yang penting untuk diperhatikan selain tentunya regulasi 

atau paying hukum yang jelas, yakni pertama, mempersiapkan dosen 

penggerak yang siap memulai dan melaksanakan program merdeka 

belajar melalui peningkatan kompetensi dosen. kedua, perusahaan yang 

pasti menerima kerja praktek atau magang mahasiswa baik dari dalam 

maupun dari luar kota serta pemerintah menjamin mahasiswa 

mendapatkan penghargaan yang layak dari tempat magangnya misalnya 

dengan mendapatkan upah yang sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan, dan yang ketiga penerapan kurikulum yang tepat dan 

berimbang antara praktik dengan teori. Sehingga diharapkan tidak 

hanya menjadi “pekerja” namun mampu menghasilkan pekerjaan 

sehingga menekan angka pengangguran dan menaikan stabilitas 

perekonomian negara dengan SDM unggul, sarana unggul diharapkan 

dapat memajukan negara sama rata dengan negara-negara maju di mata 

dunia.   

SIMPULAN 

Belum terimplementasikannya kebijakan program Merdeka Belajar-Kampus 

Merdeka karena adanya kendala-kendala yang belum mendapatkan solusi. 

Adapun yang menjadi kendala tersebut yaitu belum adanya payung hukum 

berupa pedoman, aturan teknis yang jelas dalam mendukung dan/atau 

melaksankan program tersebut. Berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa 

upaya yang dapat dilakukan agar dapat optimalnya kebijakan program 

Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yaitu dengan menyiapkan Dosen 

penggerak, aturan teknis yang jelas baik dalam rangka pembentukan dan/atau 

penyesuaian kurikulum maupun “kerjasama” dengan tempat kerja praktek 

atau magang bagi mahasiswa, adanya aturan yang jelas terhadap 

perlindungan mahasiswa yang magang atau melakukan kerja praktek.  

Berdasarkan hal tersebut, maka selain Perguruan tinggi harus menyiapkan 

mahasiswa yang kompeten dan perusahaan yang menunjang sebagai 

pengguna mahasiswa, diharapkan pemerintah membuat suatu peraturan atau 

payung hukum berupa undang-undang. Hal ini dimaksudkan karena di 

lapangan, perguruan tinggi swasta khususnya sulit mendapatkan tempat 

magang atau praktik kerja. 
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